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KATA PENGANTAR 

 
 

Kondisi desa–desa di Kabupaten Malang masih memerlukan perubahan ke 

arah pembangunan peningkatan maupun perbaikan terhadap prasarana dan sarana 

dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama desa–desa yang memiliki 

jumlah penduduk yang besar dan potensial berkembang, sehingga akses prasarana dan 

sarana ini dapat bermanfaat bagi mereka. 

Selain itu di era pemberdayaan masyarakat saat ini perlu adanya upaya nyata 

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, dengan mewujudkan kegiatan secara riil 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaannya yang 

dilakukan sendiri oleh masyarakat di pedesaan dengan filosofi “ dari, oleh dan untuk 

masyarakat “, hal ini diharapkan agar masyarakat mampu membangun prasarana dan 

sarananya sendiri berdasarkan kebutuhannya, dengan konsep pembangunan 

partisipatif dan kegotongroyongan. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan bantuan keuangan 

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), mengiringi 

program–program lain yang telah ada, walaupun dengan pola–pola berbeda yang 

dilakukan secara sinergis, dengan satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan harapan Petunjuk Pelaksanaan ini benar–benar 

digunakan sebagai kerangka acuan pengelolaan program dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. 
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